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ABSTRAK : - Pancasila sebagai ideologi, dasar negara, dan sumber seluruh hukum 

negara harus diamalkan dalam kehidupan berbangsa untuk mencapai 

tujuan nasional sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945. 

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi upaya resmi 

dan sistema7s untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta 

pengamalan nilai-nilai Pancasila, semangat cinta tanah air, nasionalisme, 

dan patrio7sme dengan tetap menjunjung Bhinneka Tunggal Ika. 

Berdasarkan Pasal 25 UU 23 Tahun 2014 beserta perubahannya, daerah 

memiliki kewenangan dalam pembinaan wawasan kebangsaan dan 

ketahanan nasional sebagai bagian dari urusan pemerintahan umum. 

Atas dasar itu, diperlukan penetapan Peraturan Daerah tentang 

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. 

 

- Dasar Hukum  Peraturan Daerah ini Adalah Adalah : UU No.27 Tahun 

1959; UU No.20 Tahun 2003; UU No. 2 Tahun 2008; UU No.24 Tahun 

2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.17 Tahun 2013; UU No.6 Ttahun 

2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.45 Tahun 

2017; PP No.18 Tahun 2016; PP No.45 Tahun 2017; PP No.17 Tahun 

2018; PP No.57 Tahun 2021; PERPRES No.51 Tahun 2022; 

PERMENDAGRI No.71 Tahun 2012; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015; 

PERMENDAGRI No.11 Tahun 2019; PERDA PROV KALIMANTAN SELATAN 

No.3 Tahun 2017; PERDAKAB KOTABARU No.21 Tahun 2016; PERDAKAB 

KOTABARU No.7 Tahun 2020. 

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penguatan nilai-nilai 

Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai dasar pembentukan 

karakter dan orientasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Peraturan Daerah ini juga mengatur penyelenggaraan pendidikan 

Pancasila dan Wawasan Kebangsaan secara terpadu untuk 

menumbuhkan nasionalisme, persatuan, dan toleransi, dengan ruang 

lingkup melipu7 penyelenggaraan pendidikan, muatan materi, peran 

serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, kerja sama, serta 

pendanaan. 

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 

Desember 2023, ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023. 

- Penjelasan : 2 hlm. 

 


